BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka peng-

hitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2015 ber-

laku ketentuan sebagai berikut:

a. penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta
pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pa-
jak Juli sampai dengan Desember 2015 dihitung
dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena
Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 122/PMK.010/2015;

b. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai

! dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor,

" dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan
Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.01 1/2Q12 dilakukan
pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, dan dalam
hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikom-
pensasikan mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai
dengan Desember 201 5: dan

C. penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pemb-
etulan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Jan-
uart sampai dengan Juni 2015 sebagaimana di-
maksud pada angka 2 dilakukan berdasarkan
Peraturan ini.

BAB X|
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jen-

deral Pajak ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No-
mor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal
26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan
Orang Pribadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN)

PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR SE-09/PJ.42/1997
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA

(SERI PPH UMUM NOMOR 47)
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2015,
tanggal 24 Juli 2015)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderasl Pajak
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

3. Para Kepala Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Knsultasi Perpajakan

AL Umum

Penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jen-
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deral Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Peneri-
maan Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum
Nomor 47) yang menyebutkan bahwa selisih leb-
ih antara manfaat tabungan vyang diterima den-
gan premi yang telah dibayarkan, diperlakukan
sama dengan penghasilan dari bunga tabungan
atau bunga deposito dan dikenakan PPh sebesar
15% bersifat final.

Penegasan tersebut tidak sesuai dengan Per-
aturan Pemerintah (PP} Nomor 51 TAHUN 1994
tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito
dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank In-
donesia maupun PP Nomor 131 TAHUN 2000
yang telah mencabut PP Nomor 51 TAHUN 1994
+ Yang mengatur bahwa PPh bersifat final terse-
but hanya dikenakan atas bunga deposito atau
tabungan yang ditempatkan di bank dan diskonto
Sertifikat Bank Indonesia vang dibayarkan oleh
Bank Indonesia.

Dalam hal iﬁj, selisih lebih antara manfaat
tabungan yang diterima dengan premi yang telah
dibayarkan tidak termasuk yang diatur dalam PP
Nomor 131 TAHUN 2000.

Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan dengan maksud
dan tujuan agar perlakuan PPh atas penerimaan
manfaat asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangA undangan perpajakan
vang berlaku.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran in; adalah pen-
cabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No-
mor SE-09/PJ.42/1997 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asur-
ansi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47) .

D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 ten-
tang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 TAHUN 2008.

2. PP Nomor 131 TAHUN 2000 tentang Pajak
Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabun-
gan serta Sertifikat Bank Indonesia.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/
KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pa-
jak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank In-

donesia,

Materi

Mempertimbangkan bahwa Penegasan dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
09/PJ.42/1997 tentang Perlakuan Pajak Peng-
hasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asu ansi
Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47) tidak sesuai
dengan PP Nomor 51 TAHUN 1994 tentang Pajak
Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan
serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia maupun
PP Nomor 131 TAHUN 2000 yang telah men-
cabut PP Nomor 51 TAHUN 1994 , maka dengan ‘
surat edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal -
Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku.

Penutup
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mutai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan.

. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001
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